
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6603  KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

POLRI. (Penjelasan atas Tambahan Lembaran Negara 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 76 TAHUN 2020   

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

I. UMUM 

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

serta dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan 

penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Huruf a 

 Cukup jelas. 



No. 6603 

 

-2- 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 

Huruf r 

Cukup jelas. 

Huruf s 

Cukup jelas. 
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Huruf t 

Cukup jelas. 

Huruf u 

Cukup jelas. 

Huruf v 

Cukup jelas. 

Huruf w 

Cukup jelas. 

Huruf x 

Cukup jelas. 

Huruf y 

Cukup jelas. 

Huruf z 

Cukup jelas. 

Huruf aa 

Cukup jelas. 

Huruf bb 

Cukup jelas. 

Huruf cc 

Yang dimaksud dengan “Objek Vital Nasional” adalah 

kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara 

dan/atau, sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 

Yang dimaksud dengan “Objek Tertentu” adalah kawasan/lokasi, 

bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh Negara, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital 

swasta nasional dan asing.  

Huruf dd 

Cukup jelas. 

Huruf ee 

Cukup jelas. 
 

 

Pasal 2 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan 

batas tarif tertinggi. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain 

penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan 

kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar 

kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi 

masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, 

kecil, dan menengah. 

Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif 

sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara 

lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerbitan 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

 




